LEMBARAN DAERAH

PROPINS! DAERAH TINGKAT 1 BAL!
NOMOR : 55, TAHUN : 1977. SERI : D. NO. : 55

Nomor : 9/PD/DPRD/1974.

-

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAT
PROPINSI BAL]

Meinelapkan Peraturan Daerah yang berikut
PERATURAN DAERAH Propinsi Bali tertfang Dana Pembantgunnn
Daerah atas ijin kerja.
Pasal 1,

(1). Setiap Perusahgan Pelaksana Bangunan, Instalatur dan Leverisic yang
beroperasi di Daerah Bali wajib mendaftarkan perusahaannya setiap ta
hun pada Kantor Gubernur Kepala Dacrah Propinsi Bali guna dapat di
berikan ijin kerja.

(2). Perusahaan yang diberikan ijin ketja dikenakan Dana.Pembangunan Dy
erah atas ijin kerja sebesar Rp 100.000,— (Seratus ribu rupiah).

(3). Perusahaan - perusahaan yang tidak memperoleh ijin kerja dilarang un-
tuk melaksanakan proyek - proyek pembangunan di Dacrah Bali,
Pasal 2,

(1). Hasil dari pungutan dana pembangunan Daerah atas ijin kerju dimaksud

pada pasal 1 ayat (2) disctor kepada Kas Dacrah Propinsi Bali,

(2). Ketentuan - ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerall ini distur oleh
Gubernur Kepala Daerah Prepinsi Bali.

Pasal 23,

Pelanggaran terhadap ketentuan pasal | ayat (3) diancam  dengin
hukuman kurungan selama - lamanya 3 (tign}) bulan atau denda sebanyak
banyaknya Rp 1.000,— (Seribu rupiah).
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Pasal 4.
(1), Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pungl.]t!.:llungalln}'u_

(2). Sejok berlakunya Peraturan Daerah ini, maka tidak berdaku lagi keputu-
san Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali tangpal 1 Doszmber 1973
No. 82/Perbang. 3295/11/a/73.

Denpasar, 19 Juli 1974,

Mengztaii Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah
Gubernur Kepala Dacrah Propinsi  Bali.
Propinsi  Bali: Wakil Keotua:
L. L od . [od.
(SOEKARMEDN) { I KETUT WIDJANA 5H. )

DISAHKAN
Fengan Sural Kepulusan Mentzei Dalem Negeri
Tel. 23 Maret 1977 No. Pem. 10/15/4863
Direkiorat Jenderal Pemerintazhan Umum dan
Otonomd  Baerah.
Direktur Pembinaan Pemerimiahan  Daerah,
mewiakili,
[ o

{ DRS. 1L BUMARND )

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Dacrah Tingkat 1 Bali
Moo oo 55 tanggal : 25 Juli Tahun 1977
sSert - D Mo, 55,
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat [ Bali,
Lo,
( DRS. SEMBAIL SUBHAKII ).-

MNIP. 010023939,

PENJELASAN :
L UMUM

Bahwa PELITA telsh menjadi program Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Dacrah. Dalom rangka mensukseskan pelaksanaan PELITA
tihap ke I di Duerahl Propinsi Bali. perlu mengadakan pzneriiban terha-
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J_.J-up Perusahaan - perusahaan Bangunan, Instalatar da Leveransir yang
beroperasi di Bali untuk itu maka Pepusahaan - perusahaan Pelaksana Bo-
ngunan, Instalatur dan Leveransir yaneg beroperasi di Dacrah Bali ho-
rus memiliki ijin kerja dari Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali yibiy
dikeluarkan setiap tahun,

Dalam pada itu pelaksanaan PELITA setiap tahunnya mening
kat volumenya, yang mana harus diimbangi dengan pembiayann yuoop
meningkat pula. Berkenaan dengan hal itu, maka perlu diadakin peroin-
tensifan pemungutan sumber - sumber keuvangan Dacrah yang teluh ata
dan lebih jauh lagi dengan mengpali sumber - sember keungan Daoreh
baru.

Ljin kerjo yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Propin.
si Bali merupakan sumber - sumber keuanpan Daerah barn yang dapa
dimaufaatkan untuk pembioyosan PELITA tersebut karena ity maks i
pungett-h Dana Pembanguran Daerah atas ijin kerja lerhadap Perusiahazn
Pelokeara Bangunan, Instalatur dan Leveransir yang beroperasi di Dae-
rah Bali.

Pasnl demi pasal :  Cukup jelas.



